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Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah (PPAT) akta pemberian
hak tanggungan (APHT) kepada pembeli terakhir/ pembeli yang beritikad baik (pembeli) dan perlindungan
terhadap PPAT atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pembeli tersebut. Tujuan
pertanggungjawaban PPAT dan perlindungan kepada pembeli adalah memberikan analisis terkait

permasal ahan pertanggungjawaban dan perlindungan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap APHT kepada pembeli yang dibatalkan
dan perlindungan hukum terhadap PPAT atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pembeli.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif melalui data
sekunder. Analisis dilakukan secara eksplanatoris. Analisis berdasarkan literatur dan studi kepustakaan
untuk menjawab permasalahan sebelumnya. Hasil analisa yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan
bahwa PPAT dapat bertanggungjawab secara administratif, yaitu pertanggungjawaban atas akta yang
dibuatnya, karena dalam pembuatan APHT tersebut PPAT telah memenuhi sikap ketelitian dan memenuhi
prinsip kehati-hatian, maka PPAT dapat mengajukan perlindungan hukum berdasarkan Permen ATR/BPN
Nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta memberikan
hak jawab nya kepada Hakim di tingkat peradilan untuk melindungi Pembeli tersebut dari gugatan PMH.
...... This research discusses the accountability of official leand dead maker (PPAT) deed of granting
dependent rights (APHT) to the last buyer / buyer in good faith (buyer) and protection against PPAT for
lawsuits against the law (PMH) to the buyer. The purpose of PPAT accountability and protection to buyers
isto provide analysis related to the issue of accountability and protection. The issues raised in this study are
about ppat liability to canceled buyers and legal protection against PPAT for lawsuits against the law (PMH)
to buyers. This study uses normative juridical research method with qualitative data analysis through
secondary data. The analysisis carried out explantically. Analysis based on literature and literature studies
to answer previous problems. The results of the analysis obtained in this study stated that PPAT can be
administratively responsible, namely accountability for the deed it makes, because in the manufacture of the
APHT PPAT hasfulfilled the attitude of thoroughness and meets the principle of prudence, then PPAT can
apply for legal protection based on Permen ATR / BPN No. 2 of 2018 on The Construction and Supervision
of the Land Deed Officials and give their right to answer to the Judge at the judicial level to protect the
Buyer from pmh lawsuit.
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